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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat pengguna
layanan yang berbasis dimensi pelayanan dalam rangka mencari aspek-aspek
dimensi pelayanan yang perlu ditingkatkan sebagai basis data untuk peningkatan
pelayanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung
dan Metro. Dimensi pelayanan meliputi lima aspek yang dinilai yaitu bukti fisik,
kehandalan, daya tanggap, empati dan jaminan. Pengukuran kualitas pelayanan
atau indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan instrumen survei yang
dimodifikasi dari instrumen riset terdahulu dan diadopsi sesuai dengan konteks
pelayanan pemerintahan daerah. Hasil temuan menunjukkan bahwa aspek
kehandalan dan responsif pegawai adalah paling utama perlu dilakukan
perbaikan. Oleh Karena itu peningkatan pelayanan dan penanaman kesadaran
melalui pendidikan dan pelatihan yang meliputi aspek kognitif, afektif dan
perilaku yang terintegrasi dalam budaya kerja pada pemerintahan daerah perlu
dilakukan. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai budaya
kerja yang bersumber dari nilai kearifan lokal masyarakat Lampung perlu
dimasukkan kedalam budaya kerja pemerintah daerah dalam rangka peningkatan
mutu layanan di sektor publik.

Kata Kunci: Pelayanan Prima, Sektor Publik, Nilai kearifan lokal.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah
melalui UU No. 22 Tahun 1999 membawa perubahan dalam pelaksanaan
pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang
yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring
dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan
di daerah dapat mengelola dan menyelenggarajan pelayanan publik dengan lebih
baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal di atas selaras dengan
pemikiran bahwa tujuan desentralisasi untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik adalah harus benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi dan
kemandirian yang berakar pada masyarakat setempat. Oleh karenanya pemerintah
daerah diharapkan dapat memahami dan memberikan perhatian pada bidang
pelayanan apa saja yang mendapat prioritas, bagaimana cara menentukan
prioritas, bagaimana cara melaksanakan pelayanan tersebut secara efisien dan
efektif sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah dan bagaimana menangani
keluhan masyarakat serta bagaimana mengukur kinerja pelayanan publik yang
telah diberikan menjadi penting untuk diketahui sebagai dasar pertimbangan
untuk membuat kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan publik
kedepan.

Berangkat dari latar belakang diatas maka mendesak untuk dilakukan
penelitian ini dengan tujuan menyediakan informasi tentang kualitas pelayanan
dan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang telah diberikan oleh
pemerintah daerah di dua kota utama di Provinsi Lampung khususnya Bandar
Lampung dan Metro

KAJIAN LITERATUR

Isu desentralisasi boleh jadi telah memicu lahirnya beragam kreativitas
yang selama ini terpendam. Kreativitas bukan semata dalam rangka mengoleksi
PAD yang gemuk, menuntut bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang lebih
besar, atau meminta jatah Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih tinggi.
Namun Setiap daerah dituntut peranan pemerintah daerah-nya untuk
memberikan kesejahteraan kepada masyarakat daerahnya dengan penyediaan
pelayanan-pelayanan yang sangat dibutuhkan. Apalagi dalam kerangka
pelayanan publik, pemerintah daerah punya kewajiban untuk mencukupi
kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan
keamanan.

Peluang keberhasilan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah (otda)
yang sudah berjalan hampir delapan tahun masih diragukan mengingat banyaknya
hambatan dan indikasi negatif dalam praktek pelaksanaannya. Oleh karenanya,
banyak pihak yang tidak yakin bahwa pencapaian tujuan utama desentralisasi dan
otda, yaitu peningkatan kesejahteraan serta kemandirian masyarakat, akan dapat
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terwujud.Keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan
terbaiknya dapat dilihat melalui pengukuran kualitas pelayanan dan tingkat
kepuasan yang diterima oleh masyarakat selama ini. Dalam sudut pandang
pelayanan publik, masyarakat sebagai konsumen atau pengguna layanan,
sedangkan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan.

Evaluasi atas kinerja pemerintah daerah telah dilakukan oleh berbagai
pihak yang seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hasil temuan yang
dilakukan lembaga tersebut pada tahun 2012 menempatkan kota Bandar Lampung
dan Metro termasuk sebagai kota yang memiliki kualitas pelayanan kurang baik
bersama empatbelas kota lainnya. Perbaikan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung dan
Metro perlu melihat faktor pemicu yang menyebabkan rendahnya kualitas
pelayanan. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui
sejauhmana pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka
menjalankan fungsinya dengan mengevaluasi pelayanan yang diberikan dan
kemudian membuat perangkat untuk menciptakan model pendidikan dan pelatihan
pelayanan prima dan prototipe standar pelayanan sebagai bahan acuan bagi
pegawai untuk memberikan pelayanan terbaiknya.

Pemberian otonomi daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada
hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat (UU No 22/1999). Dengan otonomi sesungguhnya daerah
diberikan kebebasan untuk membuat dan melaksanakan keputusan yang terbaik
bagi masyarakatnya. Dengan otonomi diharpkan akan tercipta masyarakat yang
tumbuh atas dasar inisiatif/prakarsa sendiri, sehingga akan melahirkan masyarakat
yang kreatif —inovatif tanpa ada kekangan dari pemerintah pusat. Desentralisai
merupakan keharusan dan kebutuhan setiap masyarakat apapun bentuk dan
ideologi negaranya. Praktek penyelenggaraan sentralisasi yang berlebihan terbukti
menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan warga masyarakat terhadap
pemerintahannya.

Desentralisasi sangat didambakan/disukai, dan karenanya memiliki nilai
(value) baik sedangkan sentralisasi bernilai buruk sehingga cenderung ditolak.
Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya : secara
ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan pelayanan dan barang publik
yang dibutuhkan masyarakat setempat, megurangi biaya, meningkatkan output
dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis,
desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi
nasional.

Kualitas Pelayanan (Service Quality)

Kualitas pelayanan didefinisikan sebagai evaluasi yang dilakukan konsumen
setelah mengkonsumsi atau menggunakan pelayanan dengan membandingkan
antara harapan dan persepsi kinerja yang diterimanya (Parasuraman, Zeithaml dan
Berry, 1985). Definisi ini menggambarkan bahwa konstruk kualitas pelayanan
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(service quality) merupakan persepsi konsumen tentang pelayanan yang telah
diterimanya. Hal senada juga diungkapkan oleh para peneliti tentang kualitas
pelayanan (lihat Kang dan James, 2004; Kang, 2006) yang menyatakan bahwa
dalam literatur pemasaran konstruk kualitas pelayanan dikonseptualisasikan
dengan istilah kualitas yang dipersepsikan atau kualitas persepsian. Sementara itu
kualitas persepsian didefinisikan oleh peneliti-peneliti terdahulu (Lihat Bitner &
Hubert,1994; Boulding et al., 1993; Cronin & Taylor,1992; Parasuraman,
Zeithaml & Berry,1985, 1988) sebagai penilaian atau impresi konsumen terhadap
keseluruhan yang melekat pada keunggulan dan keprimaan.

Darden dan Babin (1994) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan mengacu
pada barang dan pelayanan yang disajikan oleh penyedia pelayanan merefleksikan
kualitas fungsional dari toko atau ritel yang ada. Artinya penilaian terhadap
kualitas pelayanan dapat dilakukan secara keseluruhan dari pelayanan yang
diterima dalam sebuah transaksi.

Pengukuran kualitas pelayanan telah banyak dilakukan para peneliti
terdahulu yang menghasilkan beragam hasil dan kesimpulan. Banyak peneliti
mengukur pelayanan dengan menggunakan instrumen kualitas pelayanan atau
SERVQUAL yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1985
dan 1988). Namun, banyak pula yang mengkritisi penggunaan SERVQUAL ini
dengan alasan bahwa instrumen ini hanya fokus pada proses penyampaian
pelayanan saja, tetapi tanpa memperhatikan luaran atau output yang dihasilkan.

Argumentasi lain yang digunakan untuk mengkritisi penggunaan
SERVQUAL adalah tentang sejauhmana kemampuan dimensi-dimensi yang
digunakan dalam SERVQUAL dapat direplikasi dalam berbagai konteks pelayanan
(Buttle, 1996). Sehingga dari diskusi yang ada dapat dikatakan bahwa belum ada
kesepakatan tentang jumlah dimensi dalam pengukuran kualitas pelayanan.

Lehtinen dan Lehtinen (1982) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan
terdiri dari tiga dimensi yaitu kualitas fisik, interaktif dan korporat atau image.
Kualitas fisik berhubungan dengan aspek wujud pelayanan. Kualitas interaktif
mengacu pada interaksi dua arah antara pelanggan dengan penyedia pelayanan
dan kualitas korporat berkaitan dengan kesan pelanggan pada atribut yang melekat
pada penyedia pelayanan.

Kualitas pelayanan terdiri dari dua dimensi dikemukakan oleh Gronroos
(1982) dalam Kang (2006), dua dimensi itu adalah aspek teknikal dan fungsional.
Aspek teknikal mengacu pada “apa” yang disajikan, sedangkan aspek fungsional
mengacu pada “bagaimana ” pelayanan disajikan. Kualitas teknikal melibatkan
apa yang secara aktual diterima konsumen dari penyedia pelayanan. Kualitas
fungsional (proses) memperhatikan cara pelayanan disajikan kepada konsumen.
Oleh karena itu, persepsi konsumen tentang interaksi terbentuk selama penyajian
pelayanan tersebut. Pada sebagian pelayanan, kualitas teknikal susah dievaluasi.
Contohnya pada pelayanan perawatan kesehatan, sangat sulit bagi pasien
mengevaluasi kompetensi teknikal dan hasil perlakuan yang diberikan para
penyedia pelayanan. Jika konsumen tidak sanggup untuk menilai kualitas teknikal
tersebut, maka mereka akan beralih untuk menilai atribut tersebut dengan
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mengasosiasikan penilaian ke kualitas fungsional atau proses. Dalam kasus
penyajian pelayanan perawatan kesehatan, atribut yang akan diasosiasikan
termasuk kehandalan (reliability) dan empati (emphaty).

Lehtinen (1983) melihat bahwa kualitas pelayanan dalam bentuk “’kualitas
proses” dan “kualitas luaran”. Kualitas proses dinilai oleh konsumen selama
pelayanan, sedangkan kualitas luaran (output) dinilai oleh konsumen setelah
pelayanan diberikan. Contohnya, percakapan dan keahlian pencukur rambut
selama pemotongan rambut tersebut merupakan aspek yang termasuk dalam
kualitas proses. Sedangkan tampilan rambut setelah dipotong oleh pencukur
rambut tersebut merupakan kualitas luaran.

Berry et al. (1985) dan Parasuraman (1985) menyarankan bahwa evaluasi
kualitas tidak digunakakan hanya untuk luaran dari pelayanan, tetapi juga
melibatkanevaluasi proses penyajian pelayanan. Meskipun dimensi-dimensi
evaluasi tersebutsaling berhubungan, namun perbedaan tergantung pada evaluasi
yang dilakukan. Untuk kualitas proses, evaluasi dilakukan pada saat pelayanan
disajikan. Sedangkan untuk kualitas luaran, evaluasi dilakukan setelah pelayanan
disajikan dan hanya fokus pada ”apa” yang telah disajikan.

Swartz dan Brown (1989) membuat klasifikasi dimensi-dimensi kualitas
pelayanan berdasarkan hasil studi literaturnya terhadap hasil penelitian yang
dilakukan oleh Lehtinen dan Lehtinen (1982), Gronroos (1982) dan Berry et al.
(1985). Hasil Klasifikasi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Dimensi Kualitas Pelayanan

Dimensi Lehtinen & Gronroos Lehtinen Berry et al.
Kualitas Lehtinen (1982) (1983) (1985)
(1982)
Apa Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas
Bagaimana Kualitas Kualitas Kualitas Kualitas

Qualitas Pelayanan Persepsia>

Sumber: Swartz & Brown (1989)
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Klasifikasi tersebut berdasarkan apa” (evaluasi setelah kinerja) dan
”bagaimana” (evaluasi selama kinerja berlangsung). Konseptualisasi tentang
dimensi kualitas pelayanan juga dilakukan oleh Rust dan Oliver (1994) dalam
Kang (2006). Dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk
mengevaluasi tersebut terdiri dari tiga komponen, yaitu:

(1) Interaksi pegawai-pelanggan (kualitas fungsional atau proses)
(2) Lingkungan pelayanan
(3) Luaran atau outcome (kualitas teknikal)

Pengukuran kualitas pelayanan juga dapat dilakukan dengan dimensi
kualitas pelayanan keseluruhan (overall service quality), seperti yang dijelaskan
olen Dagger, Sweeney dan Johnson (2007), bahwa para praktisi dapat mengukur
kualitas pelayanan dengan tiga tingkatan. Pertama, pengukuran kualitas pelayanan
pada tingkatan keseluruhan. Pada tingkatan ini kualitas pelayanan diukur secara
global. Kedua, pada tingkat dimensi utama. Pada tingkatan ini kualitas pelayanan
diukur pada tingkatan dimensi utama yang terdiri dari dimensi kualitas interaksi
personal (interpersonal quality), teknikal (technical), lingkungan (environment),
hubungan (relationship), dan administratif (administrative). Ketiga, pada
tingkatan subdimensi, yaitu pengukuran pada interaksi (interaction), hubungan
(relationship), luaran (outcome), keahlian (expertise), suasana (atmosphere),
wujud (tangibles), gariswaktu (timelines), operasi (operation) dan dukungan

(support)

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah kombinasi antara penelitian kuantitatif dan terapan
untuk pengembangan. Desain  awal penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survei dan wawancara yang
digunakan untuk dengan menggunakan analisis statistik. Populasi dalam
penelitian ini adalah masyarakat yang pernah menerima layanan dari pemerintah
daerah Sampel diambil berdasarkan teknik judgment.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan desain survei dengan tujuan menguji instrumen yang
digunakan dengan bantuan alat SPSS dan hasil analisis yang menunjukkan bahwa
instrumen yang digunakan memenuhi asas validitas dan reliabilitas..

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Responden

Satu kelurahan di Kota Bandar Lampung sebagai sampel dan kemudian
diperoleh 100 responden di Kelurahan Palapa Tanjung Karang Pusat kota Bandar
Lampung. Dari total 100 responden penelitian ini, yang berjenis kelamin laki-laki
berjumlah 42 orang dan perempuan sebanyak 58 orang. Sedangkan dari usia,
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responden dengan usia kurang dari 20 tahun berjumlah 16 orang, usia antara 21-
30 tahun berjumlah 34 orang, usia antara 31-40 tahun berjumlah 22 orang. Lalu
responden dengan usiaantara 41-50 tahun berjumlah 28 orang.

Satu kelurahan di Kota Metro sebagai sampel dan kemudian diperoleh 100
responden di KelurahanYosodadi kota Metro.Dari total 100 responden penelitian
ini, yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 39 orang dan perempuan sebanyak
61 orang. Sedangkan dari usia, responden dengan usia kurang dari 20 tahun
berjumlah 13 orang, usia antara 21-30 tahun berjumlah 46 orang, usia antara 31-
40 tahun berjumlah 28 orang. Lalu responden dengan usia antara 41-50 tahun
berjumlah 13 orang.

PEMBAHASAN
Kota
:SFCI)E[K/IIE Indikator Karang
K1 Tidak ada pungutan liar dalam pelayanan 80,87%
01 Peralatan di kelurahan modern 76,04%
G2 Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu 76%
02 Kondisi gedung di kelurahan baik 88,34%
A2 Alur pelayanan pem-buatan surat-surat yang sederhana 90,64%
J2 Biaya yang dikenakan sesuai dengan tarif yang tercantum 90,30%
M1 | Suasana ruang pelayanan di kelurahan yang nyaman 85,62%
L1 ;?Liyllssn}?;\n gszli?!;] jitliesr?t waktu sesuai dengan jadwal yang 81.39%
Al Alur pelayanan pem-buatan surat-surat yang mudah 90,69%
AB ;’iamh:ggr;rtipelayanan pembuatan surat-surat yang mudah 90.69%
M2 Suasana ruang tunggu di kelurahan yang nyaman 83,92%

Setiap pegawai kelurah-an menggunakan tanda pengenal
C1 dengan benar, mencantumkan nama, dan nama jabatan 92,76%
dengan jelas

A4 Tahapan pelayanan pembuatan surat yang ringkas 92,72%

B2 Unlt_ pelayanan pem-buatan surat-surat memenuhi persyaratan 97,36%
teknis

1 Biaya yang dikenakan murah, sesuai dengan tingkat 93,82%

pelayanan yang diberikan
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masing

N3 Area parkir di kelurahan yang aman 92,30%

13 Pegawai kelurahan selalu sopan dalam berkomunikasi 96,51%

2 Pegawai kelurahan selalu bersikap ramah dalam memberikan 94.11%
pelayanan

D2 Pegawai kelurahan me-laksanakan tugas de-ngan sungguh- 86.90%
sungguh

B1 Unit pelayanan_ pembl_J-atan surat-surat meme-nuhi syarat 97.27%
persyaratan administrasi

F2 Pegawai kelurz_;\han me-miliki keterampilan yang memadai 96.20%
dalam melayani

H1 Pegawai kelurahan da-lam memberikan pela-yanan tidak 84.78%
membeda-bedakan masyarakat

F1 Pegawal_kelurahan memiliki keahlian yang memadai dalam 91,42%
melayani

11 Pegawai kelurahan sela-lu berpenampilan rapi 100,63%

Gl Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan cepat 82,24%

A.3 | Tahapan pelayanan pembuatan surat-surat yang tidak banyak 92,30%

E1 Pegawai _kelurahan melayani masyarakat dengan penuh 88.43%
tanggung jawab

E2 Peggwal kel_urahan melayani masyarakat sesuai dengan tugas 89.75%
masing-masing

D1 Pegawai kelurahan memberikan pelayanan secara tetap 95,48%

N2 Ruang tunggu di kelurahan yang aman 92,81%

N1 Ruang pelayanan di kelurahan yang aman 92,72%

M3 | Area parkir di kelurahan yang luas 69,51%

F3 Pegawai kelurahan memahami dengan baik tugas masing— 95.75%

Sumber: data primer diolah (2016)

Dari hasil tingkat kepuasan yang didapat (Tabel 1) tingkat kepuasan tertinggi dari
pengguna jasa layanan kelurahan adalah 100,63% untuk Pegawai kelurahan selalu
berpenampilan rapi diikuti Unit pelayanan pembuatan surat-surat memenuhi
syarat persyaratan administrasi yaitu sebesar 97,36%. Sedangkan yang terendah
76% untuk Pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu diikuti
Peralatan di kelurahan modern yaitu sebesar 76,04%. Jika asumsi untuk puas
adalah sebesar 100% atau lebih (skor persepsi sama atau lebih dari skor harapan),
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maka dari 33 indikator variabel ada satu indikator yang memenuhi standar
kepuasan pengguna jasa kelurahan. Satu indikator tersebut adalah Pegawai
kelurahan selalu berpenampilan rapi.

Namun secara keseluruhan kinerja pelayanan kelurahan sudah dapat
memenuhi lebih dari separuh harapan pengguna jasanya. Untuk dapat mencapai
angka maksimum maka hal ini harus menjadi perhatian yang lebih bagi
Pemerintah daerah untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan Kkinerja
layanannya dalam segala sektor, khususnya yang diwakili oleh indikator variabel
yang diteliti. Selanjutnya tahapan pelayanan pembuatan surat yang ringkas
menjadi indikator yang tingkat kepuasannya paling rendah. Kemudian tepat di
bawahnya tiga indikator yang mendapat tingkat penilaian yang sangat rendah
yaitu kesederhanaan alur pelayanan pembuatan surat-surat, tahapan pelayanan
pembuatan surat-surat yang tidak banyak, dan pegawai kelurahan memiliki
keterampilan yang memadai dalam melayani.

Berikutnya empat indikator dengan tingkat kepuasan yang juga cukup
rendah adalah kemudahan alur pelayanan pembuatan surat-surat, unit pelayanan
pembuatan surat-surat memenuhi syarat administrasi, unit pelayanan pembuatan
surat-surat memenuhi persyaratan teknis, dan pegawai kelurahan memiliki
keahlian yang memadai dalam melayani. Setelah itu indikator pegawai kelurahan
menggunakan tanda pengenal dengan benar, mencantumkan nama, dan nama
jabatan dengan jelas pada tanda pengenal juga tergolong memiliki tingkat
kepuasan yang rendah.Sedangkan indikator dengan tingkat kepuasan tinggi adalah
pegawai kelurahan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab diikuti
pegawai kelurahan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.Terkait pemahaman
pelayanan prima, seluruh kelurahan sudah memahami apa itu pelayanan prima
bahkan sudah mendapatkan pelatihan pelayanan prima maupun pelatihan-
pelatihan teknis yang mendukung. Namun umumnya mengaku tidak pernah secara
khusus mendapat pelatihan komunikasi, sekalipun ada yang menerapkan prinsip
komunikasi interpersonal secara autodidak atau memberlakukan model
komunikasi 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dalam lingkungan pelayanan
kelurahan. Kendala dalam pemberlakuan pelayanan prima antara lain jika
pemohon tidak membawa persyaratan yang cukup atau jika pemohon
menggunakan jasa calo. Berdasar pengamatan, pegawai kelurahan umumnya rapi
berseragam, kecuali TKS yang menggunakan pakaian lapangan.

Sedangkan penggunaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sebagai
dasar pelayanan, sebagian narasumber kelurahan mengaku menggunakan SOP
dan sebagian lainnya mengaku tanpa SOP. Demikian pula dalam hal standar
waktu pelayanan, tidak ada satu kelurahan pun yang menerapkan standar waktu
pelayanan, namun umumnya memberi jawaban kualitatif: (pelayanan dilakukan)
“secepatnya”. Terkait biaya pelayanan surat menyurat khususnya pembuatan kartu
tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) seluruhnya mengaku gratis atau
tidak dikenai biaya. Pengamatan prasarana di kelurahan yang diteliti juga
beragam.Sebagian besar ruang tunggu kelurahan cukup nyaman, namun ada yang
kurang memerhatikan kebersihan.Berdasar pengamatan, tempat parkir kendaraan
juga sempit sekalipun umumnya relatif memadai untuk parkir roda dua. Dari
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temuan yang ada menunjukkan bahwa dimensi kehandalan dan daya tanggap yang
perlu diperbaiki secara mendalam.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan
masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang
tercermin dari:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta
mudah dimengerti;

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi
dan efektivitas;

4. Partisipatif; yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat;

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari
aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-
lain;

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan
aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak
untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan
adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem
informasi on-line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk
mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan
pelayanan publik. Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan
kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi
paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan
pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance).

Hasan (2009) menyatakan bahwa untuk memperbaiki Kkinerja
pemerintah daerah maka beberapa hal berikut perlu dijalankan, yaitu:

1. Jajaran aparatur pemerintah daerah harus dapat meningkatkan, memperbaiki
dan menyempurnakan sistem dan tata laksana pelayanan.

2. Perubahan perilaku dan sikap mental dari pejabat yang ingin dilayani menjadi
pelayan masyarakat yang terpercaya.

3. Pelayanan ideal adalah pelayanan yang mudah, lancar, cepat, tepat dan pasti.
Untuk itu perlu diambil langkah kebijaksanaan evaluasi dan penyempurnaan
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tata laksana pelayanan umum masyarakat, melalui penyempurnaan tata laksana
pelayanan umum masyarakat, penyempurnaan perundang-undangan maupun
kebijaksanaan pelayanannya, khususnya mengenai sistem dan prosedur/ tata
cara pelayanan.

4. Pengawasan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi berjalannya
pemerintah tanpa penyimpangan dalam segala bentuknya, termasuk tidak
diimplementasikannya panduan-panduan pelayanan publik. Ombudsman
Republik Indonesia memiliki kewenangan mengawasi pemberian pelayanan
umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Dengan
memperkuat kedudukan/ memberdayakan ombudsman (termasuk perwakilan
didaerah) dengan lebih signifikan akan membantu terciptanya pelayanan publik
yang maksimal.

5. Semangat kompetisi di pelopori Pemerintah pusat di tingkat nasional, misalnya
pemberian award -layaknya penghargaan bagi daerah terbersih dengan
Adipura- bagi yang berprestasi dan dipublikasikan secara luas, sehingga
mendapat keuntungan ganda; pertama, penghargaan dari pemerintah; kedua,
dengan adanya publikasi atas prestasi tersebut, dapat menarik lebih banyak
investor kedaerah tersebut dikarenakan kemudahan/ kebaikan dalam mengurus
perizinan.

6. Ditingkat daerah pun diadakan penghargaan kepada instansi/ satker yang
berprestasi dalam pelayanan. jadi, bukan hanya pemberian sanksi bagi satker
yang gagal menambah besaran PAD, sebagaimana kebijakan Walikota-
misalnya dengan pemberian bonus bagi satker berupa kenaikan pangkat, paket
liburan, dsb.

7. Program pelayanan prima dan Program layanan sepenuh hati, yang berkaitan
dengan mentalitas dan sikap penyelenggara layanan jasa untuk menjiwai
pekerjaannya dalam melayani masyarakat.

Dari hasil pembahasan mengenai kinerja pegawai pada kelurahan dapat
dilihat bahwa masih banyak pegawai kelurahan yang belum dapat memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat sehingga untuk itu diperlukannya sebuah
pelatihan yang ditujukan kepada seluruh pegawai. Konsep pelatihan dapat
digunakan untuk meningkatkan kinerja pegawai diungkapkan oleh Need (2006).
Peningkatan kinerja karyawan juga ditentukan oleh peningkatan pelayanan
internal (internal sevice) juga dikemukakan oleh Hallowell, Roger, Leonard
(1996). Pegawai yang dimaksud tidak hanya untuk sector bisnis, namun juga
untuk sektor non-profit (Milakovich, 1995). Program pelatihan yang ditujukan
kepada peserta yang dikemas dalam rangkaian kegiatan berfokus kepada
pembentukan karakter peserta. Program ini ditujukan untuk melatih para pegawai
sehingga diharapkan setelah kegiatan pelatihan ini dapat menciptakan pegawai
yang memiliki jiwa yang yang tangguh dan mampu bekerja keras, bekerja secara
loyal, dan yang terpenting mampu melayani masyarakat dengan baik dan sesuai
dengan aturan pada setiap instansi yang ada. Melatih karyawan agar mampu
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menjadi karyawan yang tanggap dan bertanggung jawab terhadap tugas yang
diemban saat terjun sebagai pegawai pemerintah daerah.

Vivit Nurdin (2010) mengungkapkan bahwa untuk membangun sebuah
corporate culture, harus dimulai dari kebudayaan, dimana kebudayaan lahir dari
pengetahuan, sikap, values, kebiasaan, norma dan keyakinan yang sudah lama
dianut oleh perusahaan tersebut, kemudian diakomodir sedemikian rupa agar
beradaptasi dengan perubahan yang baru agar mampu berkembang. Artinya
corporate culture sesuatu yang diolah, disatukan dengan budaya baru,
diadaptasikan dengan nilai-nilai  baru. Nilai-nilai  spesifik perusahaan
dipertemukan dengan nilai-nilai baru yang baik.

Jika kita salah kaprah menempatkan CSR sebagai budaya baru perusahaan
yang mesti di adopsikan kepada corporate culture yang sudah lama menjadi
kebiasaan, tentu akan sulit mencapai keberhasilan sehingga program CSR hanya
menjadi hiasan saja. Keuntungan tetap menjadi satusatunya tujuan perusahaan.
Jika Corporate Culture menekankan pada semata-mata tujuan bisnis dan
keuntungan, tentu tidak akan mencapai tujuan CSR yang dikendaki. Sangat
diperlukan coporate culture belajar dari komunitas local, karena selama ini
budaya komunitas local selalu dalam posisi terpinggirkan dan terabaikan.
Kearifan local yang dimiliki oleh masyarakat seringkali diabaikan dan dianggap
sepele oleh para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan. Padahal
Kearifan local memiliki kemampuan yang lentur, elastis, dinamis, adaptif dan
survival dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang ada sekitarnya

Pelayanan prima bisa kita ambil dari kearifan lokal masyarakat Lampung.
Tergantung pada korporat atau institusi itu apakah pelayanan prima yang
dilakukan itu menggunakan basic kearifan lokal atau tidak. Konsep filsafat orang
Lampung antara lain adalah nemui nyimah, nengah nyappur, piil pesenggiri,
sakai sambaiyan. Semua itu merupakan filsafat-filsafat yang baik. Bagaimana
berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana bergaul dengan orang lain. Bagaimana
menyambut orang lain, menyambut tamu. Nemui nyimah misalnya adalah filosofi
tentang keharusan untuk menyambut tamu dengan baik, memfasilitasi dengan
baik sehingga pelayanan prima yang diberikan kepada tamu tersebut benar-benar
maksimal.

Dalam korporat atau institusi misalnya, saat kita melayani orang lain,
melayani masyarakat, dalam konsep nemui nyimah tamu dianggap sebagai raja.
Harus difasilitasi sebaik mungkin. Bagaimana agar mereka puas dan menganggap
bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar maksimal.

Jadi konsep-konsep itu sebenarnya bisa kita terjemahkan dalam bentuk apapun.
Konsep nemui nyimah, nengah nyappur, piil pesenggiri, sakai sambaiyan bisa
didefinisikan secara kontekstual. Tidak hanya sekedar dalam lingkungan adat dan
budaya sehari-hari atau begawi saja. Tapi juga bisa kita terjemahkan atau
definisikan sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan. Baik dalam mengelola
institusi, perusahaan, korporat atau apapun yang dilakukan masyarakat modern
dan antara lain dikaitkan dengan pelayanan prima (Vivit Nurdin: 2016)
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Sementara itu Wahyuningsih (2016) Piil pesenggiri adalah suatu falsafah
dari masyarakat Lampung yang oleh warga Lampung harus diagungkan. Dalam
piil pesenggiri itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah bejuluk beadek.
Bejuluk beadek itu adalah bernama besar. Bahwasanya orang Lampung itu harus
bernama besar. Orang Lampung secara adat harus diberi gelar keadatan. Dia
sebagai seorang penyimbang atau pemimpin suatu masyarakat adat harus
menggunakan gelar-gelar tertentu. Kemudian nengah nyappur. Dia harus bisa
bergaul dengan masyarakat luas. Dan dengan nengah nyappur ini dia juga harus
bisa nemui nyimah. Dia harus bisa menerima masyarakat luar dan sebagai
pemimpin dia harus bisa bekerja lebih baik agar bisa mendapatkan hal yang
positif untuk pembangunan. Kemudian sakai sambaiyan. Dia harus bisa
bekerjasama. Itu tadi hal- yang terkandung dalam piil pesenggiri bahwasanya dia
harus kreatif, produktif untuk membangun daerahnya atau masyarakatnya. Dalam
falsafah itu terkandung bahwa masyarakat Lampung sebenarnya menerima
siapapun orang luar yang datang asal dia datang untuk kebaikan dan untuk
membangun daerah atau bangsa Lampung itu sendiri secara khusus maupun
secara umum membangun Indonesia. Nemui nyimah adalah salah satu filosofi
yang ada dalam falsafah adat Lampung yaitu menghargai tamu dan menerima
keberadaannya. Lampung paling awal membuka diri untuk kolonisasi
(transmigrasi). Dalam nemui nyimah, yang berkembang dalam pergaulannya,
orang Lampung harus bisa menerima saudara-saudara yang bertransmigrasi di
bumi Lampung Ruwa Jurai. Adat muakhi (bersaudara) di Lampung ini tadi benar-
benar terjadi dan diakui oleh masyarakat adat. Bahwa saya mengangkat Anda
sebagai saudara tentu karena ada alasan. Ada alasan karena kebaikannya sudah
sangat luar biasa. Mengangkatnya menjadi saudara karena dalam adat Lampung
tadi sudah saya katakan adanya bejuluk beadek, nemui nyimah, sakai sambaiyan,
nengah nyappur, sehingga dalam pergaulannya tadi ia harus menghargai saudara-
saudaranya yang datang dari luar Lampung.

Piil pesenggiri itu tadi sendiri bahkan dipakai untuk menengahi masalah sehingga
mereka dapat paham bahwa hidup bersama itu lebih indah dan lebih kaya daripada
hidup sendiri. (Tajudin Nur — Tokoh Masyarakat Lampung)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui secara umum, persepsi atau
pelayanan yang diterima oleh masyarakat terhadap pelayanan kantor kelurahan
Labuhan Ratu memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai harapan pada semua
dimensi pelayanan, yaitu bukti fisik (tangible), kehandalan (reliability),daya
tanggap (responsiveness),jaminan (assurance), dan empati (empathy).Dengan
demikian pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan untuk semua dimensi
mutu pelayanan belum memuaskan pengguna jasa layanan.

Berdasarkan analisis kualitas pelayanan, maka dapat dijelaskan bahwa
alur, waktu dan biaya proses pelayanan di kantor kelurahan menduduki peringkat
teratas untuk mendapatkan prioritas utama dalam hal perbaikan. Hasil ini
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menunjukkan bahwa masyarakat menghendaki proses yang cepat, tidak berbelit
dan berbiaya murah untuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah
daerah. Perlu ada upaya yang lebih serius dari Pemerintah Kota Bandarlampung
untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan standar pelayanan umum khusus
pada kantor kelurahan di Kota Bandarlampung.

Begitupun juga di Kelurahan Yosodadi Kota Metro, dari hasil penelitian
yang dilakukan menunjukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat kelurahan
yosodadi kota metro terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi
kelurahan yosodadi kota metrotidak puas, karena yang masyarakat harapkan tidak
sesuai dengan apa yang dirasakan. Penelitian ini dilakukan dengan sumber data
melalui kuisioner yang dibagikan langsung kepada masyarakat kelurahan
yosodadi kota metro memberikan kesimpulan berdasarkan analisis, selanjutnya
mengajukan rekomendasi yang dapat digunakan untuk upaya peningkatan
perbaikan pelayanan pada kantor kelurahan di Kota Bandarlampung dan di Kota
Metro yaitu dengan pelatihan pegawai dengan memasukkan nilai kearifan lokal
Lampung kedalam kurikulum pelatihan.
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